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Dilema Pembangunan

perumahan Untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

etidakserasian pertum-
B buhan  pembangunan
antara kota besar dan
kota kecil serta daerah pedesa-
an telah merupakan salah satu
sebab tingginya tingkat urbani-
sasi. Untuk Jakarta, rata « rata
tingkat pertambahan penduduk
karena arus migrasi (1.7%)
hampir mendekati angka rata -
rata laju pertumbuhan pendu-
duk secara nasional yang 2.1%
itu. Laju pertambahan pendu-
duk gang pesat ini mau tidak
mau berakibat pada peningkat-
an kebutuhan - kebutuhan pen-
duduk, seperti pangan, san-
dang, perumahan dan fasilitas -
fasilitas sosial lainnya.

Perbedaan tingkat pendidi-
kan dan keterampilan serta per-
bedaan "keberuntungan”
mengakibatkan adanya per-
bedaan tingkat pendapatan. Pa-
da tahun 1987, atas dasar peng-
hasilan perbulan, penduduk Ja-
karta terdiri dari 16% berpeng-
hasilan sangat rendah (kurang
dari Rp 100.000), 41% berpeng-

hasilan rendah (Rp 100.000 - Rp
200.000), 30% berpenghasilan
menengah (Rp 200.000 - Rp
500.000), 13% berpenghasilan
tinggi (lebih dari Rp 500.000).
Perbedaan ini akan menentu-
kan pola pemenuhan terhadap
kebutuhan - kebutuhan tadi.
Dalam hal pemenuhan kebu-
tuhan perumahan, masyarakat
berpenghasilan  tinggi (MBT)
dan menengah ) tidak
mengalami persoalan yang ber-

arti. Mereka, paling tidak, dapat
menjangkau fasilitas Kredit Pe-
milif:an Rumah dari Bank Ta-
bungan Negara (KPR-BTN). A-
kan tetapi, bagi masyarakat
nghasilan sangat rendah

berpeng
(MBSR) dan rendah (MBR) pe-
erumah-

menuhan kebutuhan
an yang layak merupakan suatu
masalah besar. :
MBSR pada umumnya tinggal
di rumah sementara dan kumuh
dengan luas bangunan kurang
dari 18 m2 tanpa pelayanan air
bersih dan penerangan listrik
Mereka terpaksa menempatiru-
mah - rumah yang kurang ma-
nusiawi dan juga terpaksa
mengganggu keindahan kota
karena rumah mereka dibangun
di atas tanah negara, di sepan-
jang rel kereta api,
Ful sungai ataupun di daerah ja-
ur hijau. Sedangkan MBR ting-
gal di rumah sementara dan ru-
mah sederhana dengan luas ba-
ngunan sekitar 18 m2 - 36 m2.

. butuhan rumah bagi

di atas tang- (

Oleh Muchdie

dan Komarudin

Sebagian dari mereka telah da-
at menikmati proyek perbai-
an kampung, yang di Jakarta

dikenal sebagai proyek MHT.

Sebagian lagi ada yang tinggal

di rumah Perumnas den ang§ -

silitas KPR-BTN, walaupun

mereka tergaksa harus meng-
eluarkan biaya transportasi
yang cukup besar.

Kebutuhan Rumah

'Dalam rangka menyusun Ke-
bijakan Perumahan di DKI Ja-
karta, tanggal 25 Januari 1989
diadakan suatu seminar tentang
Kebutuhan Perumahan di DKI
Jakarta. Seminar yang pe-
nyelenggaraannya merupakan
kerja sama antara Badan Peng-
kajian dan Penerapan Teknolo-
gi (BPP Teknologi) dengan Pe-
merintah Daerah DKI jakarta
itu dihadiri oleh peserta - peser-
ta dari Kantor Menteri Negara
Perumahan Rakyat, Badan Pe-
nelitian dan Pengembangan
Perumahan Departemen Pe-
kerjaan Umum, dan para pakar
perumahan lainnya.

Komarudin, dari BPP Tekno-
logi dalam papernya yang ber-
judul “Kebutuhan Perumahan
dan Kebijakan Perumahan di
DKI Jakarta” telah memper-
kirakan kebutuhan rumah sam-
pai dengan tahun 2000. Menurut
ﬁeneliti di BPP Teknologi ituy,

ebutuhan rumah di Jakarta
untuk periode 1986 - 2000 tiap
tahunnya berkisar antara
72.400 unit sampai 85.200 unit
dengan rata‘- rata 79.200 unit.
Kebutuhan ini terdiri atas
64.500 unit sebagai akibat per-
tambahan penduduk, 10.100 u-
nit untuk menutugi kekuransan
tahun - tahun sebelumnya dan
4.600 unit untuk mengganti ru-
mah - rumah tua. Dengan ber-
asumsi bahwa persentase go-
longan MBSR dan MBR berku-
rang serta persentase. golon
MBM dan MBT ingkat;

i MBSR dan
MBR diperkirakan sebanyak
11.100 unit (untuk MBSR) dan
29.000 unit (untuk MBR) per ta-

hun.

rumahan hanya berkisar an-
dari kebu-

tara 10 sampai 15%
ak tahun 1975/

tuhan total. Sej

1976 sampai 1984/1985 untuk

Jakarta sektor formal hanya
mampu membangun rumah rata
- rata 14.700 unit per tahun, se--
dangkan untuk Jabotabek rata -
rata hanya 18.800 unit per ta-
hun. Secara nasional, dalam Re-
pelita V, karena keterbatasan
dana, Kantor Menteri Negara
Perumahan Rakyat hanya me-
nargetkan pembangunan rumah
dengan fasilitas KPR-BTN se-
banyak 450.000 unit, yang terdi-
ridari 300.000 unit (67%) rumah
tipe kecil dengan luas lantai
sampai dengan 36 m2, 100.000
unit (22%) rumah tipe besar de-

ngan luas lantai antara 36 m2
sampai 70 m2, dan 50.000 unit
(11%) Kapling Siap Bangun
(KSB) dengan luas kapling 54
m2, 60 m2 dan 72 m2. Perum
Perumnas diharapkan dapat
membangun sebanyak 120.000
unit (termasuk 20.000 unit KSB)
dan perusahaan pembangunan

erumahan swasta dapat mem-

an sebanyak 330.000 unit
(termasuk 30.000 unit KSB). Ini
memang jauh dari mencukupi.

Keterjangkauan

Ironisnya, sementara upaya
pemenuhan _kebutuhan get—
umahan masih menghadapi ber-
bagai kendala, ternyata sampai
saat ini masih terdapat 120.000
unit rumah Perumnas, dari ber-
bagai tipe dan tersebar di ber-
bagai lokasi, yang tidak laku di-
jual. Berbagai faktor telah men-
jadi penyebabnya. Salah satu di
antaranya adalah harga jual
dan uang muka lianf dinilai ter-
lalu tinggi. Lebih - lebih karena
sasaran pembangunan rum
tersebut diperuntukan bagi
MBR, yang kemampuannya un-
tuk membeli dan membayar
uang muka sangat terbatas.

Konsep keterjaﬂtauan (af-
fordabilitas)yang dikemukakan
oleh Keare dan Parris (1982) di-
artikan sebagai tingkat tertentu
dari pelayanan kota yang dapat
dijangkau oleh rumah tangga ji-
ka pengeluaran bulanan yang
digunakan -untuk ‘perumahan-
\dapat menutupi biaya - bidya:

royek pembangunan rumah.

ikaitkan dengan harga rumah

K;gg dapat dijangkau, golongan
R R

an lapisan baw
tidak akan mam u untuk memi-
liki rumah, bai Ig'amg disedia-
kan oleh Perum Perumnas dan



lebih - lebih yang disediakan o-
leh developer swasta. Berdasar-
kan data tahun 1987, dengan a-
sumsi pengeluaran untuk ru-
mah sepertiga dari penghasilan,
maka uang yang dapat disisih-
kan oleh MBSR paling tinggi se-
besar Rp 33.000 per bulan. Uang
sejumlah ini sukar untuk dapat
memperoleh rumah di pusat Eo-
ta, tetapi masih mungkin men-
dapatkan rumah di batas kota,
yang biaya transportasi ke tem-
gat kerja cukup tinggi. Rumah
erukuran 21/60 m2 (tipe Griya)
di Bumi Serpong Damai, sekitar
95 km dari Jakarta, dengan ang-
suran sebesar Rp 37.980 per bul-

an sudah pasti tidak dapat di-

jangkau oleh kelompok ini.
Golongan MBR, secara teori-
tis, masih dapat menyisihkan

penghasilannya paling tinggi,
sebesar Rp 60.000 per bulan, se-:
hingga mereka dapat memper-
oleh rumah tipe 21/60m2 secara,

mengangsur. Masalahnya ada-
lah biaya transportasi yang

tinggi menyebabkan mereka le-'
bih suka tinggal berdesakan di

pusat kota.

- Dilema

Kesenjangan antara ke-
mampuan MBSR dan MBR serta
sektor formal dalam memenuhi
kebutuhan rumah dengan kebu-
tuhan rumah yang terus me-
ningkat karena pertambahan
penduduk, telah merupakan
suatu masalah besar. Upaya me-
menuhi kebutuhan rumah bagi
MBSR dan MBR di perkotaan
jelas merupakan suatu usaha
yang manusiawi. Tetapi nam-
paknya ini belum cukup, karena

jika dengan berbagai upaya pe-
nyediaan rumah untuk meme-
nuhi kebutuhan MBSR dan
MBR di kota besar dapat dipe-
nuhi, ini akan mengundang ma-
salah baru. Pemukiman dan
perumahan yang layak, aman
dan manusiawi dan dapat ter-
jangkau oleh MBSR dan MBR
akan merupakan daya tarik
khusus bagi peningkatan arus
urbanisasi. Hal ini jelas tidak
menguntungkan, bukan hanya
bagi daerah perkotaan, tetapi
juga bagi daerah pedesaan yang
ditinggalkannya. Meningkat-
nya arus urbanisasi akan me-
'nyebabkan’ ‘terjadinya kesesa- -
kan (congestion) kota sehingga
mengakibatkan meningkatnya
biaya - biaya sosial (social-
costs) untuk hidup di kota, se-

- pertimeningkatnya harga tanah

yang merupakan salah satu ma-
salah yang sering dihadapi da-
lam pembangunan perumahan.
Oleh karenanya kebijakan per-
umahan di kota besar, terutama
yang ditujukan bagi MBSR dan
MBR, hendaknya juga memper-
hatikan masalah - masalah yang
berkaitan dengan keseimbang-
an antara pertumbuhan pemba-
ngunan di perkotaan di satu pi-
hak dan pembangunan pedesa- -
an di lain pihak. Pembangunan
“pedesaan dan kota - kota kecil
'yang dapat menahan arus urba-
nisasi jelas akan mengurangi
‘beban yang dihadapi dalam u-
paya memenuhi kebutuhan ru-

. ‘mah bagi MBSR dan MBR'di

perkotaan. ***

1 4

Ir. Muchdie MS dan Drs. Koiﬁa-:
rudin MA, keduanya bekerja di
BPP Teknolog:. o



